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Abstrak : Penelitian ini membahas Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap proses Jual 

Beli Menggunakan Quick Respone Code Indonesia Standard (QRIS) Perspektif Etika 

Bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan 

pendekatan deskriptif analisis. Riset ini adalah penelitian yuridis normatif. 

Pengelompokan data ini memakai teknik observasi, dokumentasi, data kepustakaan. 

Sumber data dalam riset ini ada dua yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. 

Teknik analisis data yang dipakai ialah analisis data metode deduktif dan deskriptif. 

Output riset memperlihatkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap pembeli yang 

memakai Quick Respone Code Indonesia Standard (QRIS) belum ada namun, untuk 

pembayaran yang diberlakukan penjual sudah sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia 

Nomor 18/21/DKSP perihal perubahan SE BI Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Uang Elektronik (Electronic Money) dan yang diterapkan dalam fatwa 

Uang Elektronik Syariah No.20/6/PBI/2018 tentang penggunaan Uang Elektronik. Untuk 

sebuah perspektif Etika Bisnis Islam seorang pelaku usaha ini belum telah memakai 

prinsip dalam etika dalam bisnis islam atas permasalahan yang terjadi. Solusi yang 

diusulkan antara lain Penerapan tanggung jawab dalam pelaku usaha yang menggunakan 

QRIS dalam usahanya harus memperhatikan prinsip etika dalam berbisnis. Terdapat 3 

kasus berbeda, namun dari ke 3 kasus tersebut hanya 1 pelaku usaha yang sudah 

maksimal dalam menerapkan prinsip tersebut, agar terciptanya usaha bisnis yang sehat, 

pelaku usaha harus menerapkan norma perilaku sebelum aturan hukum. 

Kata Kunci: Tanggung Jawab Pelaku Usaha; Jual Beli; QRIS; Etika Bisnis Islam 

Abstract : This research discusses the responsibilities of business actors regarding the 

buying and selling process using the Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) 

from an Islamic Business Ethics perspective. The research method used is a normative 

juridical method with a descriptive analysis approach. This research is normative 

juridical research. This data grouping uses observation techniques, documentation, and 

library data. There are two data sources in this research, namely primary data sources 

and secondary data sources. The data analysis technique used is deductive and 

descriptive data analysis methods. The research output shows that the responsibility of 

business actors towards buyers who use the Quick Response Code Indonesia Standard 

(QRIS) does not yet exist, however, the payments made by sellers are in accordance with 

Bank Indonesia circular Number 18/21/DKSP regarding changes to SE BI Number 16/11 

/DKSP 2014 concerning the Implementation of Electronic Money (Electronic Money) 

and which is implemented in the Sharia Electronic Money fatwa No.20/6/PBI/2018 

concerning the use of Electronic Money. From an Islamic Business Ethics perspective, a 

business actor has not yet applied the principles of ethics in Islamic business to the 

problems that occur. The proposed solutions include implementing responsibility in 

business actors who use QRIS in their business must pay attention to ethical principles 
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in doing business. There are 3 different cases, but of the 3 cases, only 1 business actor 

has maximally implemented these principles. In order to create a healthy business 

venture, business actors must apply behavioral norms before legal regulations. 

Keywords: Responsibility Of Business Actors; Buy And Sell; Qris, Islamic Business 

Ethics 

PENDAHULUAN  

Manusia merupakan makhluk individu yang membutuhkan berbagai kebutuhan dan 

berbagai keperluan untuk berlangsungnya kehidupan yang telah disediakan oleh Allah SWT, 

dan ada bermacam-macam bentuk benda yang bisa memenuhi keperluan manusia tersebut. 

Dalam hal ini manusia juga tidak mungkin bisa memproduksinya sendiri tanpa membutuhkan 

orang lain tetapi manusia bisa bekerja sama antar sesama manusia. Secara umum manusia 

juga membutuhkan berupa sandang, pangan, dan lain sebagainya. Kebutuhan tersebut, tidak 

akan pernah berhenti dan terputus selama manusia itu masih hidup didunia ini. Sehingga 

manusia dituntut untuk bisa berhubungan dengan manusia lainnya. Hubungan tersebut ialah 

hubungan barter atau pertukaran maksudnya yaitu kegiatan transaksi berupa kesepakatan 

antara 2 belah pihak untuk menukarkan suatu barang atau biasanya seseorang melakukan 

transaksi dalam jual beli.1 

Pada dasarnya, transaksi perdagangan (jual beli) melalui media internet atau e-

commerce memiliki banyak kesamaan dengan mekanisme perdagangan (jual beli) 

konvensional. Yang membedakan keduanya adalah sistem yang digunakan selama seluruh 

proses transaksi mulai dari penawaran produk, pembelian, hingga pembayaran digunakan 

secara online. Dalam transaksi biasa.  

Perkembangan teknologi telah membuat bertransaksi lebih mudah, seperti pembayaran 

digital menggunakan dompet elektronik (e-wallet). Karena banyaknya e-wallet di Indonesia, 

Bank Indonesia (BI) menetapkan standar pembayaran digital dengan nama QRIS, yang 

digunakan sebagai pembayaran antar berbagai e-wallet dengan menggunakan QR Code di 

tahun 2020. Dalam QRIS Dinamis, informasi tentang ID Penjual dan nominal transaksi selalu 

berubah untuk setiap transaksi. QRIS Statis adalah salah satu dari dua jenis QRIS. Toko 

makanan dan minuman serta toko pakaian sering menggunakan QRIS untuk transaksi 

keuangan seperti pembayaran, peminjaman, donasi, dan yang lainnya. Namun, ada beberapa 

kendala yang sering menyebabkan kesalahan dalam menggunakan Quick Respone Code 

Indonesia Standard (QRIS).2 

Tanggung jawab pelaku usaha belum diatur secara spesifik dalam UU No. 8 Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Bank Indonesia No.20/6/PBI/2018 

Tahun 2018 terkait dengan penggunaan Uang Elektronik (e-money), Namun, pada 

prinsipnya, perusahaan dapat dituntut untuk bertanggung jawab dalam transaksi 

menggunakan uang elektronik melalui pertanggungjawaban kontraktual (contractual 

 
 

 

1 Suharwadi K. Lubis Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 1 
2  Sriekaningsih Ana, QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2020), 9 
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liability) untuk kerugian yang dialami oleh konsumen dan pertanggungjawaban produk 

(product liability) jika produk yang ditawarkan oleh perusahaan cacat dan merugikan 

konsumen. Namun, tuntutan tanggung jawab terhadap pelaku usaha masih mengalami 

kendala karena penerapan.3 

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab moral terhadap konsumen. Tanggung jawab ini 

dapat diarahkan kepada konsumen atau kepada orang lain. Karena keadilan harus ada di 

mana-mana. Ada dua sisi positif dan negatif dari aplikasi tanggung jawab sosial. Pelaku 

usaha dapat memiliki sisi positif dari aplikasi tanggung jawab sosial karena mereka dapat 

melakukan kegiatan yang tidak menghasilkan keuntungan ekonomi dan semata-mata 

bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat atau salah satu kelompok masyarakat. Di sisi lain, 

ada sisi negatif dari aplikasi tanggung jawab sosial, di mana mereka dapat menahan diri untuk 

tidak melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya menguntungkan dari sisi bisnis tetapi 

akan mengakibatkan kerugian bagi mereka.4 

Pada tanggal 8 September 2023, kementrian perdagangan melalui Direktorat Jendral 

Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) bekerja sama dengan Departemen 

Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen serta Departemen Surveilans Sistem 

Keuangan Bank Indonesia (BI) untuk membicarakan pengaduan konsumen tentang pelaku 

usaha yang mengenakan biaya tambahan, atau biaya tambahan, untuk transaksi dengan kartu 

debit dan kartu kredit. Namun, Bank Indonesia (BI) secara resmi menerima pengaduan 

tersebut. Bank Indonesia akan terus mendorong UMKM (pelaku usaha mikro kecil dan 

menengah) untuk menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS), meskipun QRIS 

sudah tidak gratis lagi dan banyak orang yang belum tahu cara menggunakannya.5 

Transaksi jual beli yang terjadi dalam masalah yang akan di teliti, pada pembahasan 

diatas ialah pembayaran ganda yang dilakukan oleh konsumen pada saat transaksi sedang 

berlangsung. Kejadian tersebut terjadi dikarenakan sinyal di handphone konsumen tiba-tiba 

hilang, sebelum sinyal tersebut hilang konsumen sudah melakukan pembayaraan 

menggunakan code QRIS namun saat sinyalnya hilang pembayaraan tersebut ternyata belum 

masuk kedalam code QRIS milik pelaku usaha/produsen. Namun dari pihak pelaku 

usaha/produsen tidak memiliki etikat baik untuk membantu permasalahan yang telah dialami 

oleh konsumen.  

Tulisan ini bertujuan guna menelaah terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap 

konsumen. Tetapi penulisan ini juga bertujuan agar mengetahui bagaimana cara 

menggunakan Quick Respone Code Indonesia Standard (QRIS) dalam transaksi jual beli 

sama atau tidak dengan dengan ketentuan surat edaran Bank Indonesia Nomor 18/21/DKSP 

perihal perubahan SE BI Nomor 16/11/DKSP Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Uang 

 
 

 

33 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 24 
4 Muhammad, Etika Bisnis Islami, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 152-

153 
5 Antara Kantor Berita Indonesia, https://www.antaranews.com/video/3584931/4-bulan-pemakaian-

qris-antar-negara-melebihi-total-transaksi-2022  Akses 28 Mei 2024 

https://www.antaranews.com/video/3584931/4-bulan-pemakaian-qris-antar-negara-melebihi-total-transaksi-2022
https://www.antaranews.com/video/3584931/4-bulan-pemakaian-qris-antar-negara-melebihi-total-transaksi-2022
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Elektronik (Electronic Money). Dan juga penelitian masalah ini harus mendapat kajian dari 

Etika Bisnis Islam, dan juga dilihat dari perspektif Hukum Bisnis Syari’ah tentang pandangan 

Islam terhadap perilaku tanggung jawab dari pihak pelaku usaha, dan juga untuk mengetahui 

respon konsumen terhadap kejadian yang telah dialaminya. Oleh karena itu, penulis tertarik 

guna menelaah lebih terkait “TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP 

TRANSAKSI JUAL BELI MENGGUNAKAN QUICK RESPONE CODE INDONESIA 

STANDARD (QRIS) PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM.” 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam riset ini peneliti memakai jenis riset yuridis normatif.6 Penelitian yuridis 

normatif merupakan suatu metode riset hukum yang bertitik pada analisis terhadap norma-

norma hukum yang tertulis, seperti undang- undang, peraturan perundang-undangan, dan 

putusan pengadilan. Penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan teoritis dan normatif 

untuk memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi hukum yang berlaku.7 Sumber hukum 

yang dibutuhkan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: Sumber 

Hukum Primer, Sumber hukum primer ialah dimana peneliti menyajikan dari berbagai 

refrensi yang mendukung data sekunder. Dan tentunya juga berhubungan dengan apa yang 

akan dibahas oleh peneliti. Penelitian data primer merujuk pada pengumpulan informasi atau 

data yang didapat secara langsung dari sumber pertama atau langsung dari objek riset. Maka 

dari itu periset menggunakan refrensi yang akan mendukung terkait perlindungan konsumen 

dan juga tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi jual beli menggunakan QRIS. 

Sumber hukum sekunder ialah stuktur data yang didapat dari pihak yang terlibat secara 

langsung atau pihak ketiga. Sumber hukum ini dapat diperoleh dari berbagai internet website, 

sumber internal. 8Data ini bahan utamanya ialah buku-buku hukum termasuk Skripsi, Tesis, 

dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.9 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Transaksi pembayaran menggunakan QRIS bisa dikerjakan tanpa kontak fisik dan 

memenuhi Social Distancing. Penggunaan QRIS tatap muka dengan pedagang, memenuhi 

protokol jaga jarak aman. Pembayaran menggunakan QRIS bisa tanpa melakukan kontak 

fisik dengan cara pembeli cukup scan melalui ponsel dan kasir cukup memantau status 

transaksi melalui aplikasi diponselnya. 10 QRIS sudah menjadi metode pembayaran non tunai 

yang sedang populer dikalangan masyarakat karena mempermudah proses transaksi hanya 

 
 

 

6 IAIN JEMBER, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 46 
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 46 
8 Asep Hermawan, Penelitian Bisnis Pradigma Kuantitatif, (Jakarta: PT Garasindo, 2005), 168  
9 Ibid., 195. 
10 Ibid., 
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dengan menggunakan code QR. Untuk penggunaanya dapat ditemui di segala pelaku usaha.11 

Transaksi QRIS merupakan bentuk hubungan hukum bisnis yang terjadi dalam transaksi jual 

beli secara elektronik atau digital yang Business to Customer, pandangan aspek hukum soal  

bentuk dan jenis transaksi yang dilakukan, terutama terkait dengan aspek perlindungan 

konsumen pemakai QRIS dalam bertansaksi elektronik/digital sangat diperlukan, transaksi 

QRIS merupakan transaksi pembayaran yang di fasilitasi Code QR pembayaran berdasarkan 

QRIS.12 Namun dengan kemudahan cara penggunaan tersebut banyak sekali penipuan yang 

sering terjadi di masyarakat pada saat menggunakan QRIS sebagai alat untuk pembayaran,  

namun terkait dengan kasus yang terjadi ialah bentuk tanggung jawab dari penjual yang 

menggunakan QRIS yang nantinya akan memudahkan pembeli dalam 

melakukan transaksi. Namun telah terjadi pada beberapa transaksi yang dilakukan oleh 

pembeli yang menggunakan QRIS terjadi kegagalan pada saat transaksi.13  

Analisis Praktik Transaksi Jual Beli Menggunakan QRIS. Praktik transaksi jual beli 

adalah praktik transaksi secara tatap muka (face to face) antara belah pihak. Begitupun 

dengan cara pembayarannya dengan menggunakan code QR yang telah disediakan dari pihak 

pelaku usaha.14 Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasanya 

praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS yang telah dilakukan pada kasus pertama 

sudah memenuhi peraturan social distancing. Dan juga tata cara pembayaran yang dilakukan 

tanpa kontak fisik secara langsung. Pembayaran langsung ditoko dan pembeli langsung 

memindai code QR yang ada di cafe tersebut. Praktik transaksi ini juga mempercepat waktu 

dan keamanannya sudah terjamin, hanya saja terjadi kendala sinyal yang mengakibatkan 

pembayaran yang dilakukan oleh pembeli tidak terdeteksi masuk kedalam akun pelaku usaha. 

Praktik transaksi pada kasus kedua sudah memenuhi social distancing, dan juga tata cara 

pembayaran yang dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung. Pembayaran dilakukan 

secara online di pembayaran shopeepay. Praktik transaksi ini juga cepat dan keamanannya 

sudah terjamin, hanya saja kemungkinan pembayaran tidak terdeteksi dalam akun KAI 

access, karena kendala pada ponsel milik pembeli, yang mengakibatkan pembayaran tersebut 

tidak masuk ke akun KAI access. Praktik transaksi pada kasus ketiga sudah memenuhi social 

distancing, dan juga tata cara pembayaran yang dilakukan tanpa kontak fisik secara langsung. 

Pembayaran dilakukan langsung di toko dan pembeli langsung memindai code QR yang telah 

disediakan oleh toko tersebut. Praktik transaksi ini juga cepat dan sangat menyingkat waktu, 

keamanannya sudah terjamin, hanya saja terjadi kendala pada saat melakukan scan 

 
 

 

11 I Komang Krisma Bima Traa, Benny Djaja, Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi 

Pembayaran tertunda melalui Quick Respone Indonesian Standard (QRIS). Vol. 5, No. 3, 2023. Hal 597  
12 Peraturan Anggota Dewan Gubernur  Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran  
13 Peraturan Anggota Dewan Gubernur  Nomor 21/ 18 /PADG/2019 Tentang Implementasi Standar 

Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran 
14 Sriekaningsih Ana, QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 

2020), 6 
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pembayaran tersebut tidak masuk kedalam akun milik penjual namun saldo milik pembeli 

sudah terpotong, jadi pihak pelaku usaha menyarankan agar segera melaporkan kejadian 

tersebut ke kantor BRI terdekat. Berdasarkan analisis diatas bahwa pelaku usaha telah 

melakukan praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS sesuai dengan yang dijelaskan 

dalam QRIS dan Era baru Transaksi Pembayaran. Maka dengan menerapkan praktik tersebut 

dapat membangun usaha bisnis yang sehat dan berjalan dengan lancar. 

Analisis Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Transaksi Jual Beli 

Menggunakan QRIS. Tanggung jawab pelaku usaha merupakan serangkaian keharusan dan 

tindakan yang harus dilakukan pelaku usaha. Untuk memastikan bahwa operasi bisnis yang 

dilakukan berjalan dengan adil, aman, dan sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.15 Sedangkan pada buku Etika Bisnis Islami yang ditulis oleh 

Muhammad dijelaskan tanggung jawab sosial perusahaan ialah kewajiban organisasi guna 

berbuat dengan cara tertentu yang ditujukan untuk melayani kepentingannya sendiri maupun 

kepentingan stakeholder (orang yang yang ada di lingkungan tersebut).16 Milton Friedman 

beranggapan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperbaiki citra 

dari aktivitas mencari untung.17 Tanggung jawab merupakan bentuk sebuah sikap diri 

terhadap masalah yang telah dialami oleh pelanggan. Dengan adanya pembayaran 

menggunakan QRIS pembeli merasakan sangat mudah saat melakukan transaksi, namun 

dengan adanya kemudahan tersebut sering terjadi kendala-kendala seperti sinyal hilang pada 

ponsel. Tanggung jawab pelaku usaha pada kasus pertama, penjual sudah menjaga keamanan 

sistem juga menyediakan informasi yang jelas kepada konsumen terkait QRIS. Pelaku usaha 

juga menjaga rahasia data konsumen dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan 

yang berlaku diwilayah mereka, pelayanan terhadap pelanggan dilakukan dengan sangat 

baik. Pelaku usaha juga menjelaskan kepada penjual terkait cara penggunaan QRIS. 

Tanggung jawab pelaku usaha pada kasus kedua, pihak KAI access sangat menjaga 

keamanan sistem pada aplikasi tersebut, pihak KAI access juga menyediakan informasi yang 

jelas kepada para pelanggan. Pihak KAI access juga menjaga rahasia data konsumen dan 

transaksi yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku diwilayah mereka. Pelayanan 

yang ada juga dilakukan dengan sangat baik. Pihak KAI access juga menjelaskan cara 

pembayaran melalui code QR agar memudahkan pelanggan melakukan transaksi. Tanggung 

jawab pelaku usaha pada kasus ketiga, dari pihak pelaku usaha sangat menjaga keamanan 

sistem dan juga menyediakan informasi yang jelas kepada konsumen terkait QRIS. Pelaku 

usaha juga menjaga rahasia data konsumen dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan 

peraturan yang telah berlaku di wilayahnya, pelayanan dari pihak pelaku usaha dilakukan 

sangat baik dan juga memberikan informasi yang jelas terhadap kendala yang dialami 

pembeli dengan cara mengarahkan pembeli agar langsung melaporkan masalah yang dialami 

kepada kantor BRI terdekat. Berdasarkan uraian kasus diatas bahwa pelaku usaha telah 

 
 

 

15 Kristiyani, Celine Tri Siwi, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 99 
16  Muhammad, Etika Bisnis Islami. ( Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004), 136 
17 Ibid., 152  
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melakukan tanggung jawab sesuai dengan yang dijelaskan dalam Etika Bisnis Islam. Maka 

dengan menerapkan prinsip Etika Bisnis Islam dapat membangun usaha bisnis yang sehat. 

Analisis Perspektif Etika Bisnis Islam Terhadap Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

dalam Transaksi Jual Beli menggunakan QRIS. Dalam sebuah bisnis jualan etika itu 

sangat penting karena menciptakan suasana 

profesional, saling menghormati dan meningkatkan komunisasi antara penjual dan 

pembeli.18 Setiap pelaku usaha  harus mengedepankan nilai etika terutama etika bisnis Islam. 

Etika bisnis Islam adalah cara menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam sehingga 

tidak ada masalah untuk menjalankan bisnis karena sudah dianggap baik dan benar. Semua 

aktivitas bisnis harus didasarkan pada Al-Qur'an, hadist, dan ijtihad para ulama, karena 

dengan cara ini dapat membantu semua orang di dunia dan akhirat. Rasulullah diutus ke dunia 

untuk memperbaiki akhlak manusia yang telah rusak, karena pelaku memiliki tanggung 

jawab untuk menjalankan bisnis dengan cara yang etis dan moral. Seorang pebisnis muslim 

harus mempertahankan etika dan moral bisnis Islam.19 Pelaku usaha pada cafe tentunya juga 

harus menerapkan etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam terdapat nilai-nilai dasar, nilai 

dasar yang diterapkan dalam penjualan pada cafe tersebut dalam nilai dasar untuk 

membangun usaha bisnis yang sehat dan ideal terdapat prinsip otonomi dan kejujuran.20 

Maka dalam hal ini Konsep pertanggung jawaban yang diterapkan oleh pihak pelaku usaha 

cafe tersebut juga sesuai dengan Al-Qur’an surat Al-Muddassir Ayat 38 : 

 كُلُّ نفَْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ  

“tiap pelaku usaha bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya”21 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap hal apapun yang mengakibatkan kerugian 

terhadap orang lain, maka orang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian harus 

bertanggung jawab, maka Praktek yang dilakukan pada cafe tersebut sudah sesuai dengan 

pinsip syariat etika bisnis dalam Islam dan menciptakan suasana usaha bisnis yang sehat. 

Dalam pengaplikasiannya, pelaku usaha cafe juga menjalankan kebijakan etika bisnis Islam 

sesuai praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS, yaitu secara individual pengelola 

dalam mengambil keputusanya bertanggungjawab sepenuhya dan sadar, kemudian pelaku 

usaha cafe terikat dalam struktural dan kebijakan yang telah ada dalam suatu wilayahnya. 

Pelaku usaha cafe juga menjalankan kewajiban dan Tindakan berdasarkan kebijakan dan 

memperhatikan etika bisnis Islam. Operasional dalam menggunakan QRIS pada transaksi di 

cafe ini sesuai dengan memperhatikan Fatwa Uang Elektronik Syariah No.116/DSN-

MUI/IX/2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 tentang Penggunaan Uang 

Elektronik. yang diterapkan dalam transaksi di cafe tidak sepenuhnya menerapkan etika 

bisnis Islam seperti pada prinsip prinsip Etika Bisnis Islam itu sendiri, yakni meliputi sama 

sama dilandasi prinsip keadilan, saling menguntungkan dan integritas moral kedua belah 

 
 

 

18 Ibid.,  
19 Ibid.,  
20 Muhammad, Etika Bisnis Islam, (Yogyakarta: Akademi Menejemen Perusahaan,2004), 71.,  
21 Departement Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.  
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pihak atau serta memperhatikan  hal hal yang dilanggar atau (Tadlis) sehingga tidak ada yang 

dirugikan, Pelaku usaha pada aplikasi KAI access tentunya juga harus menerapkan etika 

bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam terdapat nilai-nilai dasar, nilai dasar yang diterapkan 

dalam penjualan pada KAI access tersebut dalam nilai dasar untuk membangun usaha bisnis 

yang sehat dan ideal terdapat prinsip otonomi dan integritas moral.22 Maka dalam hal ini 

Konsep tanggung jawaban yang diterapkan oleh pihak KAI access tersebut juga sesuai 

dengan Al-Qur’an surat Al-Isra’ Ayat 36 : 

وَلاتَقَْفُ مَا ليَْسَ لكََ بِهِ عِلْمٌ..انَِّ السَّمْعَ وَالْبصََرَ وَالفؤَُادَكُلُّ اوُلئَكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُْلاا    

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, 

penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggung jawabannya.”23 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap hal apapun yang mengakibatkan kerugian 

terhadap orang lain, maka orang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian harus 

bertanggung jawab, maka Praktik yang dilakukan pada aplikasi KAI access tersebut sudah 

sesuai dengan pinsip syariat etika bisnis dalam Islam dan menciptakan suasana usaha bisnis 

yang sehat. Dalam pengaplikasiannya, aplikasi KAI access juga menjalankan kebijakan etika 

bisnis Islam sesuai praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS, yaitu secara individual 

pengelola dalam mengambil keputusanya bertanggungjawab sepenuhya dan sadar, kemudian 

pihak KAI access juga menjelaskan secara rinci terkait cara menggunakan QRIS dan terikat 

dalam struktural dan kebijakan yang telah ada dalam suatu wilayahnya. Pelaku usaha pihak 

KAI access juga menjalankan kewajiban dan Tindakan berdasarkan kebijakan dan 

memperhatikan etika bisnis Islam. Operasional dalam menggunakan QRIS pada transaksi di 

aplikasi KAI access ini sesuai dengan memperhatikan Fatwa Uang Elektronik Syariah 

No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 tentang 

Penggunaan Uang Elektronik. yang diterapkan dalam transaksi KAI access tidak sepenuhnya 

menerapkan etika bisnis Islam seperti pada prinsip prinsip Etika Bisnis Islam itu sendiri, 

yakni meliputi sama sama dilandasi prinsip kejujuran, keadilan dan saling menguntungkan 

kedua belah pihak atau serta memperhatikan  hal hal yang dilanggar atau (Tadlis) sehingga 

tidak ada yang dirugikan. Pelaku usaha pada toko penjual pulsa tentunya juga harus 

menerapkan etika bisnis Islam, dalam etika bisnis Islam terdapat nilai-nilai dasar, nilai dasar 

yang diterapkan dalam penjualan pada KAI access tersebut dalam nilai dasar untuk 

membangun usaha bisnis yang sehat dan ideal terdapat prinsip kejujuran,keadilan, saling 

menguntungkan dan integritas moral.24 Maka dalam hal ini Konsep tanggung jawaban yang 

diterapkan oleh pihak penjual pulsa tersebut juga sesuai dengan Al-Qur’an surat An- Nahl 

Ayat 90 : 

 

حْسَانِ..وَايِْتاَئِ ذِى الْقرُْبىَ وَينَْهَى عَنِ ا لْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْ  َ يأَْ مُرُبِالْعدَْلِ وَالْاِ بَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذَكََّرُوْنَ انَِّاللََّّ  

 

 
 

 

22  Aziz Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam. Cet.1. (Bandung: Alfabeta.2013), 37 
23 Departement Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989. 
24 Aziz Abdul. Etika Bisnis Perspektif Islam. Cet.1. (Bandung: Alfabeta.2013), 37 



Susanti, N. E. 

 

 

286 

 

“sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan 

bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. 

Dia memberi pelajaran agar kamu selalu ingat”.25 

Dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap hal apapun yang mengakibatkan kerugian 

terhadap orang lain, maka orang melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian harus 

bertanggung jawab, maka Praktik yang dilakukan oleh pihak penjual pulsa tersebut sudah 

sesuai dengan pinsip syariat etika bisnis dalam Islam dan menciptakan suasana usaha bisnis 

yang sehat. Dalam pengaplikasiannya, penjual pulsa ini juga menjalankan kebijakan etika 

bisnis Islam sesuai praktik transaksi jual beli menggunakan QRIS, yaitu secara individual 

pengelola dalam mengambil keputusanya bertanggungjawab sepenuhya dan sadar, kemudian 

penjual juga menjelaskan secara rinci terkait cara menggunakan QRIS dan terikat dalam 

struktural dan kebijakan yang telah ada dalam suatu wilayahnya. Penjual pulsa ini juga 

menjalankan kewajibannya dan Tindakan berdasarkan kebijakan dan memperhatikan etika 

bisnis Islam yakni dengan cara memberikan arahan kepada pembeli agar langsung 

melaporkan kejadian yang dialami ke kantor BRI terdekat. Operasional dalam menggunakan 

QRIS pada transaksi pembelian pulsa di toko ini sesuai dengan memperhatikan Fatwa Uang 

Elektronik Syariah No.116/DSN-MUI/IX/2017 dan ketentuan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 

2018 terkait Penggunaan Uang Elektronik. yang diterapkan pada transaksi pembelian pulsa 

ini sudah sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam seperti pada prinsip prinsip Etika Bisnis 

Islam itu sendiri, yakni meliputi sama sama dilandasi prinsip otoritas, kejujuran, keadilan, 

integritas moral dan saling menguntungkan kedua belah pihak atau serta memperhatikan  hal 

hal yang dilanggar atau (Tadlis) sehingga tidak ada yang dirugikan. Maka dari permasalah 

yang ditemukan oleh penulis dapat disimpulkan bahwa pada kasus yang terjadi di cafe hanya 

menerapkan 2 pedoman etika bisnis Islam yaitu prinsip otonomi dan kejujuran. Dari 

permasalahan pembelian tiket kereta api pada aplikasi KAI access hanya menerapkan 2 

pedoman etika bisnis islam yaitu prinsip otonomi dan prinsip integritas moral. Sedangkan 

pada masalah pembelian pulsa dengan menggunakan pembayaran pada QRIS di M-banking 

BRI mengalami kendala bahwasanya dari pihak pelaku usaha sudah menerapkan 5 prinsip 

etika bisnis islam yaitu prinsip otoritas, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling 

menguntungkan, prinsip integritas moral, maka 3 pelaku usaha tersebut hanya 1 pelaku usaha 

yang menerapkan secara maksimal teori prinsip tanggung jawab yang ada dalam Etika Bisnis 

Islam. 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian terhadap tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi 

jual beli menggunakan QRIS dalam rangka ingin mengetahui bagaimana praktik transaksi 

 
 

 

25 Departement Agama, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.  
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menggunakan QRIS dan tanggung jawab pelaku usaha perspektif etika bisnis islam, maka 

penulis dapat menarik beberapa poin-poin penting diantaranya:  

Praktik umum dalam transaksi menggunakan QRIS meliputi : pembayaran ditoko, 

pembayaran secara online, pembayaran berupa tagihan, donasi dan penggalangan dana, 

transfer uang bisa antar individu, promosi dan diskon. Praktik transaksi dari 3 kasus tersebut 

sudah memenuhi syarat dalam praktik umum dalam transaksi menggunakan QRIS. 

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi jual beli menggunakan QRIS 

meliputi: keamanan sistem, informasi transaksi, kerahasiaan data, kesesuaian hukum, 

pelayanan pelanggan, pendidikan konsumen. Dan bentuk tanggung jawab dibagi 2: 

kesadaran muncul dari hati nurani disebut etika dan moral, dan kesadaran hukum bersifat 

paksaan berupa tuntutan sanksi hukum. Berdasarkan 3 kasus tersebut bahwa pelaku usaha 

telah melakukan tanggung jawab sesuai dengan yang dijelaskan dalam Etika Bisnis Islam. 

Maka dengan menerapkan 82 83 tanggung jawab menurut Etika Bisnis Islam dapat 

membangun usaha bisnis yang sehat. 

Perspektif Etika Bisnis Islam tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap transaksi 

jual beli menggunakan QRIS dalam melakukan kegiatan bisnis berdasarkan nilai dasar dalam 

etika bisnis yang diterapkan dalam Fatwa Uang Elektronik Syariah 

No.116/DSNMUI/IX/2017 dan ketentuan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/ 2018 terkait 

Pemakaian Uang Elektronik, dalam pemakaian QRIS terdapat 5 prinsip yang harus 

diterapkan yakni: prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling 

menguntungkan, prinsip integritas moral. Dalam hal ini terdapat beberapa kasus yang sudah 

maksimal dalam menerapkan etika bisnis islam dan 3 kasus yang ditemukan peneliti belum 

maksimal karena tidak menerapkan semua teori tanggung jawab dalam etika Islam. 

 

Saran 

Sesuai kesimpulan yang sudah dijabarkan diatas, penulis dapat memberikan bermacam 

saran sebagai berikut: Bagi pelaku usaha kedepannya harus mampu memahami acuan aturan 

etika bisnis sesuai syariat Islam dalam menerapkan bisnisnya. Pelaku usaha dalam membuat 

informasi dan kebijakanya secara terbuka sehingga pembeli juga dapat mempermudah 

memahaminya sehingga kedua belah pihak sama-sama di untungkan. Bagi pembeli agar 

supaya lebih memperhatikan lagi pada saat transaksi menggunakan QRIS supaya tidak terjadi 

lagi kendala ini. Bagi penulis semoga penelitian ini bisa membangun jiwa penulis dan  

memberikan kepuasan dalam melakukan penelitian selanjutnya. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya terhadap 

tanggung jawab penjual kepada pembeli dan bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian 

ini dapat dilanjutkan dengan objek dan perspektif yang berbeda untuk memperkaya kajian 

bacaan. 
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